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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR  22  TAHUN  2014 

 
TENTANG 

 

  PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN, 

     
Menimbang : bahwa untuk  melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor....Tahun 2014 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,  perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013; 
 
   
Mengingat    : 1. Undang-Undang  Nomor   27  Tahun  1959   tentang  

Penetapan Undang- Undang Darurat   Nomor   3   Tahun 

1953     tentang    Pembentukan   Daerah  Tingkat  II   di  
Kalimantan  (Lembaran   Negara Republik Indonesia    Tahun  

1959   Nomor  72,  Tambahan   Lembaran   Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003  

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana  telah  diubah 
beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

10.  Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

11.  Undang-Undang     Nomor    12     Tahun     2011      tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

12. Peraturan   Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4712); 
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13. Peraturan   Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor  48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4502) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor  171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5340); 

14.  Peraturan   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

15.  Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan   Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard  Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

18. Peraturan  Pemerintah   Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

19.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  

4614); 

20. Peraturan   Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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21.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  5165); 

22.  Peraturan     Pemerintah    Nomor   30  Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

25.  Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri   Nomor 1  Tahun  2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

26.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 110); 

27.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2010 Nomor 5); 

28.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15  
Tahun 2012 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan  Tahun 2012 Nomor 15); 

29.  Peraturan  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10  

Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Tahun 2013 Nomor 10); 

30.  Peraturan  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor...  

Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

   
 

Pasal  1 

 
 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas  : 
a.  Pendapatan 

     1. Pendapatan Asli Daerah Rp.  54.748.958.402,00   

     2. Pendapatan Transfer  Rp.793.945.074.746,00 

     3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.    1.037.531.305,00 

                                                                                       
      Jumlah Pendapatan Rp.849.731.564.453,00 

b.  Belanja 

1.Belanja Operasi :    

 a). Belanja Pegawai Rp. 421.115.229.689,00 

 b). Belanja Barang Rp. 107.873.129.377,00 

 c). Belanja Bunga Rp.                          0,00 

 d). Belanja Subsidi Rp.                          0,00   

 e). Belanja Hibah Rp.   15.207.583.784,00 

 f). Belanja Bantuan Sosial Rp.   14.040.646.600,00 

 g). Belanja Bagi Hasil Rp.                         0,00 

 h). Belanja Bantuan Keuangan Rp.        503.685.914,00 

                                                                                                        

          Jumlah Belanja Operasi Rp.558.740.275.364,00 
 

2.Belanja Modal :    

 a). Tanah Rp.   13.147.218.283,00 

 b). Peralatan dan Mesin Rp.   30.075.819.652,00 

 c). Gedung dan Bangunan Rp.   75.851.137.876,00 

 d). Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.   91.414.719.932,00 

       e). Aset Tetap Lainnya Rp.        555.021.475,00 

       f.)  Aset Lainnya Rp.          39.330.500,00   
                                                   

     Jumlah Belanja Modal Rp.211.083.247.718,00 
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3. Belanja Tak Terduga Rp.                         0,00 

 
4. Transfer Belanja Bagi Hasil   Rp.  22.738.143.151,00 

  
                 Jumlah Belanja dan Transfer  Rp.792.561.666.233,00 

 
Surflus/(Defisit) Rp.  57.169.898.220,00 
 

c.  Pembiayaan 

1. Penerimaan  Rp    162.047.152.454,00 

2.  Pengeluaran  Rp.       9.723.572.215,00 

  Jumlah Pembiayaan Neto Rp.152.323.580.239,00 

           Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun  

                   berkenaan    Rp.209.493.478.459,00 

     

 
 

Pasal  2 
 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

 
 

Pasal  3 
 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

 

 
Pasal  4 

 
 

 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 7 

Pasal 5 

 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. 

 
Ditetapkan di  Kandangan 

pada tanggal  12 Agustus 2014 
                 . 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
          TTD 

 

 
 ACHMAD FIKRY 

 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal  12 Agustus 2014 
 

           SEKRETARIS  DAERAH   
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

 TTD 
 

                    M. IDEHAM 

 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2014 NOMOR   

 
 

 
   


